
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah. tentang
Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali ierakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahün 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun.2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahün
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ö15.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun. 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB X
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah keija Camat di Kabupaten

Lampung Utara.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur

Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yjmg berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan. urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam
menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang
terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi,
Kepala Dusun dan Staf. .

13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu
Kepala Seksi.

14- Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimanaseseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya
karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka
kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat
kembali.

15. Diberhentikan tetap unt ik selanjutnya disebut
diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang
diberhentikan dari jabatannya secara tetap.

16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang
merupakan lingkungan keija pelaksanaan Pemerintahan
Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.

17. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagaimana
disingkat RW dan RT adalah organisasi kemasyarakatan
yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk
memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan
kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk
membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
Desa.

18. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari. kalangan
masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi
sosial politik golongan profesi, pemuda, perempuan dan
unsur pemuka lain yang berada di desa.

19. Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disingkat
P3D adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa
untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan
penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

20. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses
dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat
Desa melalui ujian tertulis oleh P3D.

21. Penjaringan. adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D
yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan,
pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.



22. Penyaringan adalali kegiatan yang dilaksanakan oleh P3Dberupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan
diperolehnya basil..

23. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebutBakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara
Republik Indonesia yang telah mengajukan pennohonan
kepada P3D untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.24. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calonadalah Bakal Calon. yang telah melalui penelitian dan
memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia
Pengisian Perangkat Desa.

25. Calon. yang berhak mengikuti ujian penyaringan yang
selanjutnya disebut calon yang adalah calon yang
ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian
tertulis.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

27. Hari adalah hari keija.

B^kB II
KEDUDUKAN

Pnsal 2

(1) Perangkat Desa terdiri dari:
a. sekretariat Desa; 1

b. pelaksana teknis; dan
c. pelaksana kewilayahan,

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) berkedudukansebagai unsur pembantu .Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan
dan pembangunan desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2).Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur
staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Desa.

(3). Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri dari
3 (tiga) urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi desa
setempat.

(4). Bidang urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
a. Urusan Umum;
b. Urusan Keuangan; dan
c. Urusan Perencanaan.

(5). Masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipimpin oleh seorang Kepale. Urusan.



Pasal 4

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan
c. Seksi Kemasyarakatan.

Pasal 5

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf c dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
secara profesional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan
kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusah dan Kepala
Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan beban
keija dan kemampuan keuangan desa.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, HAK DAN

KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Baglan Kesatu .
Sekretrlat Desa

Ps.ragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan penyusu'nan kebijakan dan program keija

pemerintahan desa;
b. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pemerintahan desa;
d. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
e. menjalankan administrasi desa;
f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi pemerintah desa;
g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan

pjasarana fïsik pemerintah Desa; dan
h. melaksanakan tugas-tugas le.in yang dit erikan oleh Kepala Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa menjalankan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program keija, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pemerintahan desa;



b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa;pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa-pelaksanaan pelaporan keuangan desa; ’
pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa-pengelolaan perpustakaan desa; ’
pengelolaan aset desa; dan
penyusunan rancangan Peraturan
dan Keputusan Kepala Desa.

Desa, Peraturan Kepala Desa

Paragraf 2
Urusan Umum

Pasal 8

(1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf aberkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu KepalaDesa di bidang urusan umum dan perlengkapan
(2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yangberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desamelalui Sekretaris Desa.
(3) Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu°1 , Ucsa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UrusanUmum.

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas:
a. melakukan urusan surat menyurat;
b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan Tarn-

lam kegiatan Pemerintah Desa;
e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa; dan
f. rrelakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang

diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
g> melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan /atauSekretaris Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Urusan Umum menjalankan fungsi: ’
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa;b. pelaksanaan urusan barang inventaris desa;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

Paragraf 3
Urusan Keuangan

Pasal 1O

(.1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b
merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa
dibidang keuangan.



(2) Urusan Keuangan dipimpin óleh seorang Kepala Urusan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, Desa
melalui Sekretaris Desa.

(3) Kepala Urusan Keuangan dalam meïaksanakan tugasnya dapat dibantu
oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan
Keuangan.

Pasal 11

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, a,nggaran perubahan dan

perhitungan APBDesa;
b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan Kepala Desa,

membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
c. mengendalikan pelaksanaan APBDesa;
d. mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
e. menggali sumber pendapatan desa;
f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang

diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
g. meïaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan/atau

Sekretaris Desa.
(2) Dalam meïaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Urusan Keuangan menjalankan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rancangan APBDesa;
b. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Désa;
c. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan

Desa;
d. pelaksanaan pungutan desa; dan
e. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa.

Paragraf 4
Urusan Perencanaan

Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf c merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas
Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan
program pemerintahan, pembangunan. pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.

(3) Kepala Urusan Perencanaan dalam meïaksanakan tugasnya dapat
dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan
Perencanaan.

Pasaï 13

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja

pemerintahan desa;



b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja
pemerintahan desa secara rutin atau berkala;

c. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir
tabun anggaran dan akhir masa jabatan;

d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang
diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa;

e. melaksanakan Mu.syawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
Desa;

f. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
g. me nyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa atau Sekretaris

Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Urusan Perencanaan menjalankan fungsi:
a. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan

Keputusan Kepala Desa;
b. penyusunan program kerja pemerintahan desa;
c. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir

tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
e. pengendalian dan evaluasi:
f. penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

setiap akhir tahun anggaran;
g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran;
dan

h. fasilitasi kesekretariatan BPD. •

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis

Pasal 14

(1) Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa.

(2) Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan
kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi.

Paragraf 1
Seksi Pemerintahan

Pastal 15

(1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
a rnerupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala
Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan
masyarakat.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



Pasal 16

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai mgas:
a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan. melaporkan

kegia.tan pemeliharan ketentraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat;

h. melaksanakan administrasi kependudukan;
c. melaksanakan administrasi pertanahan;
d. melaksanakan pembinaan sosial politik;
e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
f. menyelesaikan perselisihan warga; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemerintahan yang

diberikan Kepala Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemerintahan menjalankan fungsi:
a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial

politik;
e. pendataan dan pengolahan profil desa;
f. pelappran dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan Seksi Pemerintahan;
g. fasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; dan
h. penyelesaian perselisihan warga.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana teknis yang
membantu tugas Kepala Desa di bidang pembangunan dan
pemberdayaan.

(2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

Pasal 18

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:
a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

kegiatan pembangunan desa;
b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan

sumber-sumber pendapatan desa;
c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai

bidang tugasnya;
d. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;.
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian Imgkungan

hidup; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan yang diberikan oleh Kepala Desa.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pembangunan dan Pemberdayaan menjalankan fungsi:
a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan

desa;
b. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana

perekonomian desa;
c. pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah

milik desa;
d. peningkatan. dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
e. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan

hidup; dan
g. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai

bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kemasyarakatan

Pasal 19

(1) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas
Kepala Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan
kesejahteraan rakyat.

(2) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melapprkan

kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak,
cemi/rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan,
kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

b. mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan sesuai bidang
tugasnya; dan ;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Seksi

Kemasyarakatan menjalankan fungsi:
a. perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
b. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai;
c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

kebudayaan;
e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda,

olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan

dan kesehatan masyarakat;
g. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan
h. pengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan sesuai bidang

tugasnya.



Baglan Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 21

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin
oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah
Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

. Pasal 22

(1) Kepala Dusun mempunyai tugas:
a. membantu pelaksanaan tugas kepala Desa di wilayah Dusun;
b. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta m^mbina
ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;

c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa;

d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah Dusun;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai

kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dusun menjalankan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peratüran Kepala Desa dan Keputusan

Kepala Desa;
c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat;
d. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
e. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam

pembangunan;
f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala

Dusun.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

i

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai
hak:
a. menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan setiap bulan.
b. mendapatkan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).



(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai
kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Repulik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. mcntaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

transparan, professional, efektif dan efïsien, bersih serta bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme;

d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
e. menjalin keija sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa

dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang balk; dan
g. memberikan informaai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

masyarakat Desa.

Bagian. Kelima
Rincian Fungsi dan Tugas

Pasal 24

Rincian fungsi dan tugas masing-masing Perangkat Desa diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Desa melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2) Setiap Perangkat Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
(3) Setiap Perangkat Desa melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan

tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin atau berkala.
(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

Perangkat Desa bertanggung jawab memlmpln dan mengoordinasikan
bawahaimya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 26

(1) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak
ada di tempat atau berhalangan sementara.

BAB V
PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

(1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih
tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara.



(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Kepala Dusun.

BAB VI
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

(1) Perangkat Desa diangkat dari penduduk desa setempat yang memenuhi
persyaratan.

(2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
tahapan:
a. penjaringan;
b. penyaringan; dan
c. pengangkatan.

Baglan Kedua
Penjaringan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Perangkat Desa

Fasal 29

(1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat, Warga Negara
Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Daser Negara1Republik Indonesia Tabun 1945, serta
memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;

d. berusia 20 (dua puluh) tahun-sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun;

e. berdomisili di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir
terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh P3D yang
dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
dan/atau Kartu domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW
diketahui oleh Kepala Desa;

f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman

badan atau hukuman percobaan;
h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
pabng singkat 5 (lima)tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah sélesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;



-
k‘ Roïm dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan olehKöUD atau Puskesmas;
1. memahami adat istiadat desa setempat; dan
m‘ SS? memiliki hubungan perkawinan dengan Kepala Desa dan/atauöPD sampai dengan derajat ketiga.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagaiperangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari PejabatPembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskansementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa faunakehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragiaf 2
Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 30

(1) Paling lambat 6 (enam) biilan sebelum berakhimya masa jabatan
Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.

(2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk P3Dyang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur PerangkatDesa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat dengansusunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Bendahara merangkap anggota; dan
d. Anggota.

(4) Penentuan susunan P3D dilaksanakan dengan cara musyawarah
mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksxid pada ayat (3)secara proporsional dengan melibatkan peran serta masyarakat.; ' (5)

(6)
P3D berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota P3Ddilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota P3D dan apabilamelalui musyawarah tidak dicapai mufakat, dilakukan dengan
pemungutan suara.

(7)
(8)

Untuk keperluan administrasi, P3D menggunakan Cap/Stempel P3D.
Tugas P3D adalah:
a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian

Perangkat Desa;
b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisianPerangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dandikonsultasikan kepada Camat;
c. menyusun Rencana Anggaran dan Belanja pengisian Perangkat Desa,dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa denganpertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;e. menerima pendaftaran Bakal Calon; ’
f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;



g. menyelenggarakan seleksi bagi Bakal Calon yang berhak mengikuti;
h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
j. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada

Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti
seleksi;

k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;

1. membuat berita acara basil seleksi untuk disampaikan kepada
Camat melalui Kepala Desa; dan

m. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala
Desa.

(9) P3D dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.

Paragraf 3
Pengajuan Permohonan

Fasal 31

(1) Penduduk yang berkeinginan mericaJonkan diri sebagai Perangkat Desa
mengajukan permohonan pcndaftaran secara tertulis di atas kertas
bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui P3D dengan
melampirkan:
a. Surat Pemyataan yang memuat:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- .

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

3. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan

at.au hukuman percobaan;
5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak

pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana
penjara;

6. tidak sedang dicabut hak pllihnya sesuai putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pemah
menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai
menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa. yang bersangkutan pemah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat
dalam jabatan baru, bagi Perangkat Desa; dan

9. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama
menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan
Staf atau Surat Pemyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah
Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun.

10. tidak memiliki hubungan' perkawinan dengan Kepala Desa
dan/atau BPD sampai dengan derajat ketiga.



b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah sekolah menengah.umum atau
sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;

c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
yang dilegalisir pejabat berwenang;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan
bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
dari Rukun Tetangga/Rukun Warga di ketahui oleh Kepala Desa;

e. fotokopi Kartu Keluarga (Cl) yang dilegalisir;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian

setempat;
g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah

Sakit Umum Daerah atau Fuskesmas;
h. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
i. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri

sipil; dan
j. khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda

Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah
Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(2) Penduduk yang memenuhi persyaiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Perangkat Desa.

Paragraf 4
Pendaftaran Bakal Calon

Pas;al 32

(1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari
sejak diumumkan oleh panitia.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
mendapatkan Bakal Calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang
untuk selama 7 (tujuh) hari.

(3) Setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada &ya^ (2)
dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan
pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran
dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P3p mengumumkan
paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal
dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 5
Penetapan Calon

Pasal 33

(1)

(2)

P3D melakukan verifikasi persyaratan administrasi masing-masing
Bakal Calon.
Bakal Calon yang telah melalui verifikasi dan memenuhi persyaratan
administrasi oleh P3D ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan.dalam
Berita Acara Penetapan Calon.

Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya

diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) han sete^
ditetapkan untuk membenkan kesempatan masyarakat memlai masing-

masing Calon.



Paragraf 6
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 34

(1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh P3D,
disampaikan kepada P3D dengan menyebutkan identitas pengirim
secara jelas dan alasan-alasan keberatan atas calon, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak penetapan Calon.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian
Keberatan Masyarakat.

(3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat. sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi bahan 'pertimbangan dan masvikan bagi Kepala
Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi.

(4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi
hasil seleksi.

BAB VII
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 3S

(1) Kepala Desa menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal
calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon kepada
Camat untuk mendapat rekomendasi.

(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Desa
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah di terima dari Kepala Desa.

(3) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi dengan
memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses
penjaringan dan penyaringan kembali Perangkat Desa atas beban APB
Desa. 1

(4) Dalarr. hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 36

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala
Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut:



“DemiAllah(Tuhan),sayabersumpah/beijanjibahwasayaakan
memenuhikewajibansayaselakuPerangkatDesadengansebaik-

baiknya,sejujur-jujumyadanseadiladilnya;

Bahwasayaakanselalutaatdalammengamalkandanmempertahankan
PancasilasebagaiDasarNegara;

Bahwasayaakanmenegakkankehidupandemokrasi,Undang-Undang
DasarNegaraKesatuanRepublikIndonesiaTahun1945serta

melaksanakansegalaperaturanperundang-undangandenganselurus-
lurusnyayangberlakubagiDesa,DaerahdanNegaraKesatuanRepublik

Indonesia”bagiagamalainuntukmenyesuaikandenganagamayang dianutnya.
(2)PelaksanaanpelantikanPerangkatDesadituangkandalamBeritaAcara

PengambilanSumpah/Janjidanditandatanganiolehpejabatyang melantik,pejabatyangdilantik,parasaksidanrohaniwan.
(3)Serahterimajabatandaripejabatlamakepadapejabatbaru

dilaksanakanpadasaatsetelahpelantikandenganBeritaAcaraSerah
TerimaJabatandanpenyerahanMemoriSerahTerima.

(4)PelaksanaanPengambilanSumpah/JanjidanPelantikanPerangkat
Desadilaksanakanpalinglambat7(tujuh)harisetelahditetapkan

KeputusanPengangkatanPerangkatDesaolehKepalaDesa.

BABVIII
BIAYAPENGISIANPERANGKATDESA

Pasal37

BiayaPengisianPerangkatbersumberdari:
a.AnggaranPendapatandanBelanjaDesa;
b.BantuanPemerintahDaerah;
c.Sumberlainyangsahdantidakmengikat.

BABIX
MASAJABATANPERANGKATDESA

Pasal38

MasaJabatanPerangkatDesaberakhirpadausia60(enampuluh)tahun.

BABX
LARANGANDANSANKSI

BagianKesatu
Larangan

Pasal39

PerangkatDesadilarang:
a.merugikankepentinganumum;
b.membuatkeputusanyangmenguntungkandirisendiri,anggotakeluarga,

pihaklainataugolongantertenuu;
c.menyalahgunakanwewenang,tiigas,kewajibandan/atauhsknya;
d.melakukantindakandiskriminatifterhadapwargadan/ataugolongan

masyarakattertentu;



h,

1.

o.

(1)

(2)

(3)

(4)

J.
k.

°' desa;
negara; atau tlndak P*dana terhadap keamanan

memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
P

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Teguran Tértulis

Pasal 40

paling banyak<§-P-“^^ttoXS
di“d P*da ayat (2),

Kepala Desa ^e^S^
dS"”Pahng“30 S

ïdana d“ perkaranya
^mberikan sanksi tidak memerluk^ Desa dalam

Paragraf 2
Pemberhentlan Sementara

Pasal 41

&
bar“g' J“a

atau tindakan yang akan düakukannya-
g P& memengaruhl keputusan

menjadi anggota atau pengurus partai politik-

ZX-Pat£XSoM d’STab^r Desa.peraturanperundaSXd^ Jabatan Ia” yang ditentukan dalam

m. melanggar sumpah/janji jabatan; ’n. rnenmggalkan tugas selama 60 (enam puluh) haritanpa alasan yang jelas dan tidak ?■ Üan ,^a berturut-turut
melakukan perbuaS PeJ^g^n®^^ dan
Perundang-undangan, hertentansan^311 engan ketentuan peraturan
berkembang dalam masyarakat Inn ^orma yang hidup dan
melakukan perbuatS Sn adat «^adat setempat atau
masyarakat. ® menghilangkan kepercayaan



Pasal 42

(1)

(2)

(3)

(4)

d^g^‘??? J'f’S diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudV Set,elah melalui proses peradüan temyata terbukti tidakbersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunvain^a an huku^ tetap’ paIinS lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapanP^^Pengaddan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa y^ng
menyampmkan petikan putusan pengadilan kepada

Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desabersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masanet'kanXT58 lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerimapetikan. putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetannSïn8kw dalam masa jabatan Perangkat Desa dan berhak ataspenghasilan tetap dan/atau tunjangan.

h-Ï?? ?era5gkat D®sa yanS diberhentikan sementara sebagaimanaayat, (1. telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desamerehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan

BAB XI
PEMBERHENTIAN

Pasal 43

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.

(2) hurïf^kLfna^ diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. tidak melaksanakan kewajibap sebagai Perangkat Desa;f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39-dan/atau ’
g. terbiikti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian Perangkat. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulisaan Lamat.
(4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepadaCamat untuk mendapatkan rekomendasi Camat.
(5) Apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
(6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dusar Kepala Desa Hal»™

pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang

Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak
rekomendasi Camat.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah dian^tsebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap sebagli Pe^Xt DeSa dllmenjalankan tugasnya sepanjang mendapatkan izin tertulis dari peiabat
berwe^ aesual Peratt^

Pasal 46

Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah inimemenuhl persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 tetap menjadi Perangkat Desa.
Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud puda ayat (1) apabila tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)huruf m diberhentikan secara hormat. '

Pasal 47

Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf
desa yang masih menjabat dlberikanwaktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak peraturandaerah mi diundangkan.

Apabila waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakterpenuhi, Perangkat Desa diberhentikan secara hormat.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terbuktimelakukan suatu tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan sebagai PerangkatDesa.

BAB XII
PENJABAT PENGGANTI PERANGKAT DESA

Pasal 44

X^n^et^

oernentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau ^nOiQ
Sebagai HaSan

menetapkan Kepala Dusun lainnya ya^ t



Pasal 48

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dart Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang
mengatur Perangkat Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
hertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, malca Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2016
BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi salinan seauai dengan aslinya
pada tanggal 2016 KEPALA BAG! KUM SETDAKAB.LU,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA. HEI tRIXSH.MM

ttd PEMBL
SAMSIR NIP. 1980091^200212 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI
LAMPUNG: 08/432/LU/2016



LAMPIRAN:PERATURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGUTARA NOMOR;gTAHUN2016 TANGGAL:30DESEMBER2016
TENTANG:PERANGKATDESA

SUSUNANORGANISASIPEMERINTAHDESA

BUPATILAMPUNGUTARA,

ttd

AGUNGILMUMANGKUNEGARA



FENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA
I. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatanPernenntahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalampeningkatan kelancaran penyeler ggaraan pemerintahan, pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehinggatata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya perlu diatursecara khusus dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan DaerahKabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang SusunanOrganisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pernenntahan desa dan perkernbangan peraturan perundang-undangan,sehingga agar selaras dengan dinamika dan perkernbangan masyarakat sertaperaturan perundang-undangan perlu dilakukan penggantian.
Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa,
Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Disamping itu, terjadinya perubahan dan penambahan persyaratan untukdapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, melalui mekanisme ujiantertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desadengan mempertimbangkan rckomendasi tertulis dari Camat.

Salah satu persyaratan dalam Peraturan Daerah ini adalah antara calon
Perangkat Desa dan Kepala Desa dan/atau BPD tidak memiliki keterkaitanhubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga, yaitu antara ayah/ibu,
suami/isteri dan anak. Pencantuman syarat demikian dimaksudkan agar
dalam proses rekrutmen benar-benar mempertimbangkan kualitas serta
menghindan adanya pertimbangan kekerabatan yang pada akhimya akan
berpengaruh pada profesionalitas keija serta relasi antara Kepala Desa, BPD
dan Perangkat Desa dalam hubungan keija. Demikian pula pencantuman
pengetahuan atas adat istiadat setempat menjadi syarat agar calon benar-
bem.r pahum dengan karakter masyarakat serta adat istiadat yang
bcrkembang di tengah masyarakat, nebab itu dalam soal ujian tertalinpun
diberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan adat istiadat setempat.

Meskipun teijadi perubahan fundamental, Sekretaris Desa yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil diberikan kesempatan untuk memilih antara kembali ke
lembaga asal atau tetap rnelaksanakan tugasnya setelah mendapatkan
persetujuan dari pejabat berwenang, sementan?. untuk jabatan Sekretaris Desa
yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana
Perangkat Desa yang lain.



1

Pengisïan Kepala Dusun juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karenaseluru^erXgWDe^^ mensatur mengenai cara dan proses pengisian

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu meneta-nkanoXUran Daerah yang mengatUr danftZKSfi
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.



e Pasal 16
Cukupjelas.

Pasal 17
Cukupjelas.

Pasal 18
Cukupjelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

l-\ Pasal 21
I Cukupjelas.

I Pasal 22

\ Cukupjelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

H ' Pasal 24
H Cukupjelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

-X Pasal 26
/ Cukup jelas

ƒ Pasal 27
ƒ Cukup jelas.

Pasal 28
(

Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Huruf a-1
, Cukup jelas.

Huruf m
I I dimaksud tidak memiliki hubungan perkawinanI । dengan Kepala Desa dan/atau BPD sampai derajat ketiga|l aaalah hubungan perkawinan atas-bawah antara ayah, ibukakek, nenek. ’
I Ayat (2)
H Cukup jelas.

I Ayat (3)
H Cukupjelas.

L



Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
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Pasal 49
Cukupjelas.

Pasal 50
Cukupjelas ,

Pasal 51
Cukup jelas

2016 DABRAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN


